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ABSTRAK

Asep Syaripudin, 202120251033, Tindak Pidana Menghalangi Pembentukan
Serikat Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang
Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Kajian Penulis adalah Fenomena Ketenagakerjaan di Indonesia pada saat ini,
banyaknya Pekerja/buruh yang di PHK oleh Perusahaan karena membentuk dan
menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Buruh, dengan berbagai alasan mulai dari
perusahaan tidak mengakui serikat pekerja/buruh yang dibentuk oleh para
pekerja/buruh, menganggap bahwa Serikat Pekerja/Buruh merupakan ancaman
bagi perusahaan karena Serikat Pekerja/Buruh mengkritisi segala kebijakan di
perusahaan yang melanggar hukum “Union Busting. Hal ini dimungkinkan adanya
perselisihan, karena manusia sebagai makhuk sosial dalam berinteraksi sudah pasti
terdapat persamaan dan perbedaan dalam kepentingan maupun pandangan,
sehingga selama pelaksanaan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh
tidak tertutup kemungkinan terjadi pemutusan hubungan kerja.

Permasalahannya adalah Bagaimana Penegakan Hukum terhadap tindak pidana
menghalang-halangi tenaga kerja menjadi pengurus serikat pekerja berdasarkan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh?;
Bagaimana Penegakan Hukum terkait terjadinya tindak pidana anti serikat pekerja
(Union Busting ) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000
tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh?

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis
normatif. Penegakan Hukum terhadap tindak pidana menghalang-halangi tenaga
kerja menjadi pengurus serikat pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh telah diatur di dalam Pasal 43
dimana terdapat sanksi pidana bagi siapapun termasuk pengusaha yang
menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk serikat
pekerja, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak
menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat
Pekerja dengan cara melakukan PHK, mutasi, menahan gaji, melakukan intimidasi,
dan lain sebagainya. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat
1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah). Penegakan Hukum terkait terjadinya tindak pidana anti serikat
pekerja ( Union Busting ) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh masih kurang tegas dalam
penerapannya.

Kata Kunci : Hubungan Kerja, Serikat Pekerja, Union Basting.
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ABSTRACT

Asep Syaripudin, 202120251033, the criminal act of obstructing the formation of
trade unions based on Law Number 21 of 2000 concerning Trade Unions / Trade
Unions.

The author's study is the Labor Phenomenon in Indonesia at this time, the number
of workers / workers who are laid off by the Company for forming and carrying out
Trade Union / Labor activities, for various reasons ranging from companies not
recognizing trade unions / workers formed by workers / workers, considering that
Trade Unions / Workers are a threat to the company because Trade Unions /
Workers criticize all policies in the company that violate the law "Union Busting.
This is possible for disputes, because humans as social beings in interacting there
are certainly similarities and differences in interests and views, so that during the
implementation of labor relations between employers and workers / workers there
Is a possibility of termination of employment.

The problem is How Law Enforcement against criminal acts hinders workers from
becoming trade union administrators based on Law Number 21 of 2000 concerning
Trade Unions / Trade Unions?; How is Law Enforcement related to the occurrence
of anti-union crime (Union Busting) in Indonesia based on Law Number 21 of 2000
concerning Trade Unions / Trade Unions?.

The method used in this study is the normative juridical method. Law enforcement
against criminal acts of obstructing workers from becoming union administrators
based on Law Number 21 of 2000 concerning Trade Unions / Trade Unions has
been regulated in Article 43 where there are criminal sanctions for anyone
including employers who obstruct or force workers / workers to form trade unions,
become administrators or not become administrators, become members or do not
become members and / or run or not run Trade Union activities by conducting
layoffs, mutations, withholding salaries, intimidation, and so on. Perpetrators may
be subject to imprisonment for a minimum of 1 (one) year and a maximum of 5 (five)
years and/or a fine of at least IDR 100,000,000.00 (one hundred million rupiah)
and a maximum of IDR 500,000,000.00 (five hundred million rupiah). Law
enforcement related to the occurrence of anti-union crime (Union Busting) in
Indonesia based on Law Number 21 of 2000 concerning Trade Unions / Trade
Unions is still less firm in its application.

Keywords: Labor Relations, Trade Union, Union Basting.
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